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Menimbang :  a.  bahwa inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah serta berdampak 

terhadap capaian pembangunan, maka perlu dilakukan 

perencanaan kebijakan pengendalian inflasi nasional;  

b. bahwa karakteristik inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh 

faktor permintaan, penawaran, dan kebijakan harga yang 

diatur oleh Pemerintah, yang memerlukan koordinasi 

lintas sektor sejak tahap perencanaan kebijakan;  

c. bahwa untuk optimalisasi perencanaan dan 

penganggaran pembangunan nasional serta mengawal 

implementasi program terkait pengendalian inflasi 

nasional, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses 
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perencanaan dan penganggaran kebijakan pengendalian 

inflasi nasional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan 

Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Nasional;  

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional Tahunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
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Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 112); 

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); 

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997); 

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 408); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

NASIONAL TENTANG TATA CARA  PENYUSUNAN KEBIJAKAN 

PENGENDALIAN INFLASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN NASIONAL. 

 

BAB I 

Ketentuan Umum 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.  

2. Lembaga adalah organisasi nonkementerian dan instansi 

lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau peraturan perundang-undangan lainnya.  

3. Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan 

adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional.  

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan nasional. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 

perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima 

tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat 

RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan 
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nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada 

tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 

Desember.  

7. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya 

disingkat Renja K/L adalah dokumen rencana kerja 

tahunan Kementerian/Lembaga.  

8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, 

yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen 

rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang 

disusun menurut bagian anggaran 

Kementerian/Lembaga.  

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah. 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 

daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut 

sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan 

kebijakan. 

13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program. 
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